
Jurnal  Ilmiah Prodi  Magister  Kenot ar iatan ,  2017 - 2018  185  
  

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN 

MENENGAH (UMKM) DALAM PENERIMAAN BANTUAN 

PERMODALAN DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN 

SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPASTIAN PENCAIRAN 

(SPJKP) BILYET GIRO 

Oleh  

I Gusti Ayu Made Aryastini 

 I Gusti Ngurah Wairocana  

I Made Sarjana
 

Program Magister Kenotar iatan Universitas Udayana  

e-mail :  anandabali@yahoo.com  
 

ABSTRAK 

 

Sanksi  terhadap perusahaan  modal  Ven tura  bi la  Perusahaan  Modal  Ven tura 

mengulur -ulur  waktu pencairan ban tuan modal  setelah  pemohon  modal  sudah 

menyet orkan  kepeser taan  modalnya,  belum dia tur  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan 

(Permenkeu) Nom or  18/PMK.010/2012 ten tang Perusahaan  Modal  Ven tura. 

Berdasarkan  kekosongan  norma ter sebut  permasalahan  per tama dalam penel i t ian  in i 

adalah ten tang kedudukan  Surat  Pernyataan  Jaminan  Kepast ian  Pencairan  (SPJKP)  

dalam hal  Perusahaan  Modal  Ven tura  t idak mereal isasikan  ban tuan  modal  kepada 

Usaha Mikro,  Keci l  dan  Menengah  (UMKM).  Permasalahan  kedua  adalah  ten tang 

tanggungjawa b perusahaan  Modal  Ven tura  yang gagal  merealisasikan  ban tuan  modal 

kepada UMKM setelah  menerbi tkan  Surat  Pernyataan  Jaminan  Kepast ian  Pencairan  
(SPJKP).  

Jen is penel i t ian  yang digunakan  merupakan  penel i t ian  hukum normat i f karena 

beran jak dar i  kekosongan  norma dalam Permenkeu Nom or  18/PMK.010/2012 ten tang 

Perusahaan  Modal  Ven tura  yang belum mengatur  sanksi  terhadap perusahaan  modal 

Ven tura  bi la  perusahaan  modal  Ven tura  mengulur -ulur  waktu pencairan  ban tuan 

modal .  Pendekatan  penel it ian  terdir i dar i   pendekatan  perundang -undangan, 

pendekatan  konsep dan  pendekatan kasus.  Sumber  bahan hukum dalam penel i tian  in i 

terdir i  dar i:  primer,  sekunder  dan  ter sier .  Tekn ik anal isis yang digunakan  dalam 

penel i t ian  in i  adalah anal isis yur idis,  yai tu anal isis yang mendasarkan  pada teor i -

teor i ,  konsep dan peraturan  perundang -undangan .  

Teor i  yang digunakan  dalam penel i tian  ini  adalah Teor i  Kepast ian  Hukum dan 
Teor i  Hukum Per jan jian.  Adapun  konsep  yang digunakan  adalah  Konsep 

Per l indungan  Hukum,  Konsep  Modal  Ven tura,  Konsep Usaha Mikro Keci l  dan 

Menengah  (UMKM) dan  Konsep Pembia yaan  pada Perusahaan Modal  Ven tura.  

Hasi l  penel i t ian  menun jukkan  bahwa (1)  kedudukan Surat Pernyataan  Jaminan 

Kepast ian  Pencairan  (SPJKP) dalam hal  Perusahaan  Modal  Ven tura  t idak 

mereal isasikan  ban tuan  modal  t idak mempunyai  kekuatan  mengikat  seh ingga UMKM 

tidak dapat  melakukan  tuntutan  a tau gan t i  rugi  a tas gagalnya real isasi  ban tuan 

modal ;  dan  (2)  Tanggungjawab Perusahaan  Modal  Ven tura  yang gagal  mereal isasikan 

ban tuan  modal  kepada UMKM setelah  menerbi tkan  Surat  Pernyataan  Jaminan 

Kepast ian  Pencairan  (SPJKP) merupakan  tanggungjawab karena adanya wanprestasi  

dari  perusahaan  modal  Ven tura  sehingga seharusnya perusahaan  modal  Ventura 

memba yar  gan ti  rugi  a tas dasar  gugatan  dar i  UMKM yang berdasarkan  Pasal  1365 
BW/KUHPerdata  oleh  karena pihak perusahaan  modal  Ven tura t idak mampu 

mencairkan  ban tuan modal  terhadap UMKM.  

 

Kata Kunci :  Modal  Ventura,  Bantuan Modal ,  Surat Pernyataan Jaminan 

Kepastian Pencairan (SPJKP).  

ABSTRACT 

 

Sanct ions against  Venture  Capi tal  Company  when a  Venture  Capital  Company 

stal l ing of  disbursement  of  capi tal  assistance whereas  the  appl icant  has deposi ted 

capi tal  part icipat ion,  has not  been  regulated  in the  Regulat ion of  the  Minister  of  

Finance  (Finance Ministry Decree) No. 18 / PMK.010 / 2012 on the Venture  Capital 
Company.This  means that  there  are  st i l l  empty  norm in Finance Ministry  Decree  No. 

Ac t a  Co mit as  (2 0 1 8 )  1  :  1 8 5  –  2 0 0  
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18 /  PMK.010 /  2012.  Regarding these  empty  norm the  f irst  i ssue in this research is 

on the posi t ion of  Securi ty Assurance  Statement  of  Disbursements  (SPJKP) in the 

case  of  Venture  Capi tal  Company  did not  real ize  capi tal  assistance  to Micro,  Small  

and Medium Enterprises  (SMEs).  A second issue is  the  responsibi l ity  of  Venture 

Capi tal  Company which  fai led to real ize  the  capi tal  assis tance  to SMEs af ter issuing  

Securi ty Assurance  Statement of  Disbursements  (SPJKP).  

This type of  research  is a  normative  legal  research and the  research approach  

consists  of  statute approach,  conceptual  approach and case  approach.  Sources of  

legal  materials  in this study consisted  of :  primary ,  secondary  and tert iary .  The 

analysis technique  used in this research is  the  juridical  analysis ,  which is the  
analysis  based on theories, concepts  and legislation.  

The research resul t  indicated that  (1) The posi t ion of  Securi ty  Assurance  

Statement  of  Disbursements  (SPJKP) in the  case  of  Venture  Capi tal  Company  did not  

real ize  capi tal  assistance  to SMEs is guarantees  for SMEs whereas the  SMEs has  

deposi ted  capi tal  part ic ipat ion to  get  capi tal assistance from Venture  Capi tal  

Company which in this case  is PT.  Futurindo Ventura Sejahtera,  and (2) The  

responsibi l i ty  of  Venture  Capi tal  Company which  fai led to real ize  the  capi tal 

assistance  to SMEs af ter issuing Securi ty  Assurance  Statement  of  Disbursements  

(SPJKP) is  responsibi l i ty  to pay compensat ion  from the  potent ial  benef its  should be  

obtained SMEs when capi tal  assistance  not  delay  wi th the  fol lowing  equi ty  interest 

of  the SMEs who have  paid to PT.  Futurindo Ventura Sejahtera.  
 

Keywords:  Venture Capi tal ,  Capi tal Assistance,  Disbursement  Certainty .  

 

I.  Pendahuluan  

Keberadaan modal ventura 

sebagai sa lah satu alternat if 

pembiayaan, sela in karena 

terbatasnya dana dar i lembaga 

perbankan, juga karena tuntutan 

idealisme untuk 

mengembangakan usaha kecil 

dan menengah termasuk ekonomi 

kerakyatan yang jarang disentuh 

oleh kalangan perbankan dan 

lembaga pembiayaan la innya.  

Hal ini dilakukan dengan melihat  

kenyataan bahwa ternyata 

terdapat  keberpihakan bank 

kepada usaha skala menengah ke 

atas.
1
 

Muncu lnya Peraturan Menter i 

Keuangan Nomor 

18/PMK.010/2012 Tentang 

Perusahan Modal Ventura 

mengatur pembaharuan-

pembaharuan mengenai hal-hal 

yang terkait  dengan modal 

ventura termasuk pencabutan 

Keputusan Menter i Keuangan 

No. 469/KMK.017/1995 dan 

                                                        
1Hasanuddin Rahman, 2003, Segi-segi 

Hukum dan Manajemen Modal Ventura serta 

pemikiran alternatif ke arah modal-modal 

ventura yang sesuai dengan kultur bisnis di 

Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hal. 10. 

Keputusan Menter i Keuangan 

No. 1251/KMK.013/1998,  

implementasi kebijakan ini akan 

membawa perubahan dalam 

meningkatkan sektor UMKM. 

Perubahan pengaturan mengenai 

perusahaan modal ventura 

member i dampak yang sangat  

signifikan dalam 

implementasinya. Hasanuddin 

Rahman
2
  menyebutkan salah 

satu dar i jenis pembiayaan o leh 

perusahaan modal ventura adalah 

penyertaan dana. Namun pada 

kenyataannya, ser ingkali 

mengalami hambatan dalam 

pencairannya, sepert i yang 

dialami o leh UMKM yang 

mengajukan permohonan dana 

kepada perusahaan modal 

ventura PT. Futurindo Ventura 

Sejahtera di Kota Denpasar-Bali.  

Pada awalnya sistem 

pencairan bantuan modal di PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

dilakukan mela lui bilyet giro 

yang ber laku mundur.  Apabila 

syarat  dan ketentuan pemohon 

yang dalam hal ini disebut  

dengan ist ilah Perusahaan 

Pasangan Usaha yang di sebut  

                                                        
2Ibid, hal. 23. 
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PPU untuk mengambil program 

bantuan modal dar i PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

telah dipenuhi o leh PPU dan 

disetujui o leh PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera,  maka PPU 

diharuskan menyetorkan Jaminan 

Penilaian Manajemen (JPM). 

Bantuan modal akan dit er ima 

oleh pemohon maksimal 7 har i 

ker ja setelah menyetorkan 

Jaminan Penilaian Manajemen 

(JPM) dalam bentuk bilyet giro 

mundur.   

Sistem pencairan bantuan 

modal dengan bilyet giro mundur  

ini ternyata bermasa lah, yaitu   

ket ika bilyet giro hendak 

dicairkan ternyata bilyet giro 

tersebut  adalah giro kosong. 

Alasan manajemen PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera karena uang 

belum terkumpul,  mengingat  

perputaran uang di perusahaan 

tersebut  berasal dar i pembayaran 

cicilan dan penanaman modal 

dar i nasabah investor baru. Oleh 

sebab itu sistem pencairan 

mela lui bilyet giro dihent ikan 

setelah PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera menerbitkan 400 buah 

bilyet giro.  

Sistem pembayaran bantuan 

modal kemudian digant i dengan 

Surat  Pernyataan Jaminan 

Kepast ian Pencairan (SPJKP)  

dimana setelah 7 har i 

menandatangani per janjian 

bantuan moda l,  PPU akan 

mener ima Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP). Dasar hukum 

penerbitan SPJKP ini mengacu 

pada Pasal 41 Permenkeu Nomor 

18/PMK.010/2012 yang 

menyatakan perusahaan modal 

ventura dapat  menerbitkan surat  

sanggup bayar.  Dengan 

demikian, SPJKP dar i PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera ini 

merupakan jaminan pernyataan 

sanggup bayar dar i PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

kepada UMKM pemohon modal 

yang telah menyerahkan 

persyaratan termasuk pernyataan 

modal.  

Esens i sosio logis dar i SPJKP 

ini adalah member i kepast ian 

bagi UMKM pemohon modal 

untuk mendapatkan bantuan 

modal sebagai pengembangan 

usaha dalam rangka 

meningkatkan keuntungannya.  

Namun pada kenyataannya 

permasalahan juga t imbul di saat  

PPU hendak mengurus pencairan 

bantuan modal tetap mengalami 

hambatan yakni pember itahuan 

dar i p ihak PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera yang menyatakan 

pencairan bantuan modal yang 

telah disetujui,  diundur  

pencairannya.  

Ter lambatnya pencairan 

bantuan modal ini,  

pengembangan usaha PPU yang 

dalam hal ini pengusaha kecil 

atau UMKM akan mengalami 

keter lambatan sehingga menjadi 

kehilangan keuntungan potensial 

yang mereka terima seandainya 

bantuan modal tersebut  mereka 

terima tepat  pada saat  dijanjikan.  

Disebutkan o leh Soedikno 

Mertokoesumo bahwa dalam 

transaksi bisnis faktor waktu 

memegang peranan pent ing
3
. 

Misalnya saja pengusaha rot i 

telah memesan mesin pembuat  

rot i,  namun mesin tersebut  

mengalami keter lambatan 7 har i 

dar i waktu yang dijanjikan, maka 

pengusaha rot i tersebut  akan 

kehilangan 7 har i produksi yang 

berart i kehilangan juga 

keuntungan potensia lnya.  

Berdasarkan opt ik hukum 

perdata,  pengunduran pencairan 

bantuan modal tersebut  

merupakan kasus wanprestasi 

dar i PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera.  Hal ini d imungkinkan 
                                                        

3Soedikno Mertokoesumo, 2004, Hukum 

Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta, hal. 18. 
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karena pada dasarnya Surat  

Pernyataan Jaminan Kepast ian 

Pencairan (SPJKP) ini 

merupakan janji dar i PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

kepada pemohon bantuan modal.  

Berdasarkan uraian di atas 

dapat  dinyatakan bahwa sanksi 

terhadap perusahaan modal 

Ventura bila perusahaan modal 

Ventura mengulur-ulur waktu 

pencairan bantuan modal padahal 

pemohon modal sudah 

menyetorkan kepesertaan 

modalnya, belum diatur dalam 

Peraturan Menter i Keuangan 

(Permenkeu) Nomor 

18/PMK.010/2012 Tentang 

Perusahaan Modal Ventura.  Hal 

ini berart i masih terdapat  norma 

kosong dalam Permenkeu Nomor 

18/PMK.010/2012 tersebut .  

Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah diuraikan di 

atas,  maka rumusan masalah 

dalam penelit ian ini dapat  

dikemukakan dalam research 

questions  adalah (1) Bagaimana  

kedudukan Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP) dalam hal Perusahaan 

Modal Ventura t idak 

merealisasikan bantuan modal 

kepada UMKM? Dan (2) 

Bagaimana tanggungjawab 

perusahaan Modal Ventura yang 

gagal merealisasikan bantuan 

modal kepada UMKM setelah 

menerbitkan Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP)? 

Adapun tujuan dar i penelit ian 

ini adalah (1) Untuk mengetahui 

dan menganalis is kedudukan 

Surat  Pernyataan Jaminan 

Kepast ian Pencairan (SPJKP)  

dalam hal Perusahaan Modal 

Ventura t idak merealisasikan 

bantuan modal kepada UMKM 

dan (2) Untuk mengetahui dan 

menganalisis tanggungjawab 

perusahaan Modal Ventura yang 

gagal merealisasikan bantuan 

modal kepada UMKM setelah 

menerbitkan Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP).  

 

II.  Metode Penelitian  

Jenis penelit ian ini adalah 

penelit ian hukum normat if 

karena beranjak dar i kekosongan 

norma dalam Permenkeu Nomor 

18/PMK.010/2012 tentang 

Perusahaan Modal Ventura yang 

belum mengatur sanksi terhadap 

perusahaan modal Ventura bila  

perusahaan moda l Ventura 

mengulur-ulur waktu pencairan 

bantuan modal padaha l pemohon 

modal sudah menyetorkan 

kepesertaan modalnya.  

Pendekatan penelit ian terdir i 

dar i :  pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konsep 

dan pendekatan kasus.  Sumber  

bahan hukum dalam penelit ian 

ini terdir i dar i: pr imer,  sekunder  

dan tersier.  Teknik pengumpulan 

bahan hukum terdir i dar i: teknik 

telaahan kepustakaan. Teknik 

analis is yang d igunakan dalam 

penelit ian ini adalah analis is 

yur idis,  yaitu analis is yang 

mendasarkan pada teori-teori,  

konsep dan peraturan perundang-

undangan. Setelah itu bahan 

hukum yang dipero leh disusun 

secara s istemat is dan untuk 

selanjutnya analis is kualitat if  

dipakai untuk mencapai 

penjelasan yang dibahas.  

Penggunaan teori-teori dan 

konsep-konsep penelit ian dalam 

menafsirkan hasil analis is bahan-

bahan hukum bersifat  normat if -

prespekt if,  bertujuan 

menghasilkan, menstrukturkan 

dan mensistemat isasi teor i-teori 

yang menjadi dasar untuk 

pengambilan kesimpulan,
4
 

sehingga tujuan akhir penelit ian 

hukum ini dapat  tercapai,  yaitu  
                                                        

4M. Van Hoecke, dalam Bernard Arief 

Sidharta, 2001, Refleksi tentang Struktur Ilmu 

Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 154-155. 
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ditemukannya jawaban 

permasalahan mengenai 

per lindungan hukum dalam 

pener imaan bantuan permodalan 

bagi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) o leh 

perusahaan ventura dengan 

adanya Surat  Pernyataan Jaminan 

Kepast ian  Pencairan (SPJKP).  

 

III.  Tinjauan Umum 

Pembiayaan Perusahaan 

Modal Ventura Kepada 

Usaha Mikro, Keci l dan 

Menengah 

Tinjauan Umum Modal 

Ventura 

Ist ilah modal ventura 

merupakan ter jemahan dar i 

termino logi bahasa  Inggr is ya itu  

Venture Capital .  Venture sendir i 

berart i usaha mengandung r isiko,  

sehingga modal ventura banyak 

yang mengart ikan sebagai 

penanaman modal yang 

mengandung r is iko pada suatu 

usaha atau perusahaan,
5
 atau 

dapat  pula  diart ikan sebagai 

usaha. Secara sempit ,  modal 

ventura dapat  diart ikan sebagai 

modal yang ditanamkan pada 

usaha yang mengandung r isiko 

dengan tujuan mempero leh 

pendapatan berupa bunga atau 

deviden.
6
 

Modal Ventura,  adalah suatu 

pembiayaan o leh perusahaan 

modal ventura ( investor) dalam 

bentuk penyertaan modal ke 

dalam suatu perusahaan yang 

mener ima bantuan pembiayaan 

(perusahaan pasangan usaha)  

untuk jangka waktu tertentu,  di 

mana setelah jangka waktu 

tersebut  lewat ,  pihak investor 

                                                        
5Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 15. 
6Mar tono,  2004,  Bank dan 

Lem baga Keuangan  Lain ,  Ekonasia 

Kampus Fakul tas Ekonomi UII,  

Yogyakar ta , hal.  127.  

akan melakukan divestasi atas 

saham-sahamnya it u.
7
 

Pendapat  lain tentang 

pengert ian modal ventura 

dikemukakan o leh Handowo 

Dipo, dalam bukunya 

Hasanuddin Rahman, yang 

menyatakan bahwa modal 

ventura adalah suatu dana usaha 

dalam bentuk saham atau 

pinjaman yang bisa dialihkan 

menjadi saham.  Sumber dana 

tersebut  adalah perusahaan 

modal ventura yang 

mengharapkan keuntungan dar i 

investasinya tersebut .
8
 

Dar i berbagai pengert ian atau 

definisi tentang modal ventura 

tersebut  di atas,  lebih lanjut  

dapat  disimpulkan bahwa :
9
 

1.  Pembiayaan modal ventura 

terutama diber ikan kepada 

perusahaaan yang baru mulai 

tumbuh dan biasanya belum 

mendapat  kepercayaan o leh 

lembaga perbankan untuk 

mempero leh kredit  bank.  

2.  Pembiayaan modal Ventura 

merupakan pembiayaan yang 

ber isiko t inggi,  tetapi juga 

merupakan pembiayaan yang 

memilik i potensi keuntungan 

yang t inggi pula yang 

biasanya didapatkan melalui 

keuntungan yang didapat  dar i 

hasil penjualan dan 

penanaman modal yang 

bersifat  jangka menengah 

atau jangka panjang.  

3.  Pembiayaan modal ventura 

merupakan investasi atau 

penanaman dana jangka 

panjang.  

4.  Pembiayaan modal Ventura 

biasanya dilakukan dalam 

bentuk penyertaan modal dan 

atau pinjaman yang bisa 

                                                        
7Munir  Fuady,  2005,  Pengan tar  

Hukum Bisn is Menata  Bisn is Modern 

di  Era  Global ,  PT.  Ci tr a  Adi tya  Bakt i ,  

Bandung,  hal . 125.  
8Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 16. 
9Munir Fuady, Op.Cit, hal. 17. 
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dialihkan menjadi saham 

kepada perusahaan-

perusahaan yang berpotensi 

untuk berkembang.  

5.  Pembiayaan modal Ventura 

biasanya dilakukan dalam 

bentuk paket  pembiayaan, 

ya itu sunt ikan dana atau 

modal yang disertai dengan 

penempatan atau pembinaan 

manajemen pada perusahaan 

pasangan usaha.  

6.  Pembiayaan modal ventura 

juga untuk mendukung bakat -

bakat  wirausaha dengan 

kemampuan finans ial untuk 

memanfaatkan pasar dengan 

jalan alih manfaat  yang 

diber ikan dalam dampingan 

manajemen o leh perusahaan 

pemodal ventura.  

Pihak-pihak yang ter libat  

dalam proses pembiayaan modal 

ventura ada 2 (dua) macam, ya itu  

: 

1.  Pihak-Pihak Utama 

Pihak-pihak utama yang 

terlibat  dalam proses 

pembiayaan modal ventura,  

ya itu :  

a.  Perusahaan Modal Ventura  

Perusahaan modal ventura 

merupakan salah satu  pihak 

dalam suatu per janjian, yakni 

pihak yang member ikan dana 

kepada pihak lainnya, yaitu  

pihak perusahaan pasangan 

usaha. Dalam praktek 

operasionalnya, perusahaan 

modal ventura menjalankan 2 

(Dua) fungsi,  yakni :
10

 

1)  Investee management ,  adalah 

di mana perusahaan modal 

ventura member ikan bantuan 

berupa dana modal atau 

pinjaman kepada perusahaan 

pasangan usaha, di mana 

dana bersumber dar i modal 

atau dana sendir i atau 

pinjaman dar i pihak ket iga 

untuk kepent ingan 

                                                        
10Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 25. 

operasional perusahaan 

modal ventura; dan 

2)  Fund management ,  adalah di 

mana perusahaan modal 

ventura member ikan bantuan 

berupa dana modal atau 

pinjaman kepada perusahaan 

pasangan usaha, pada saat  

perusahaan modal ventura 

tersebut  hanya berfungsi 

sebagai penyandang dana 

pihak ket iga dan berada pada 

posisi channeling ( lanjutan) 

atas dana bantuan yang 

diber ikan tersebut  kepada 

perusahaan pasangan usaha.  

b.  Perusahaan Pasangan Usaha  

Perusahaan pasangan usaha 

haruslah berbentuk 

perusahaan. Dengan 

demikian,  pihak perorangan 

t idak mungkin mendapatkan 

bantuan modal melalu i bisnis 

modal ventura.  Perusahaan 

pasangan usaha dapat  

berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT),  Koperasi,  Perseroan 

Komandit er (CV), Firma,  

bahkan perusahaan 

perorangan sepert i Usaha 

Dagang (UD).  

c.  Notar is  

Pada set iap kegiatan bisnis 

pembiayaan, termasuk mo dal 

ventura inis iat if untuk 

mengadakan hubungan 

kontraktuil berasal dar i para 

pihak terutama perusahaan 

pasangan usaha. Kehendak 

para pihak tersebut  

dituangkan dalam bentuk 

tertulis  berupa rumusan 

per janjian yang menetapkan 

kewajiban dan hak masing-

masing pihak dalam 

hubungan bisnis pembiayaan 

modal ventura.  

Notar is merupakan salah 

satu pihak utama yang 

terlibat  dalam membuatkan 

akta-akta atau per janjian-

per janjian antara perusahaan 

modal Ventura dengan 
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perusahaan pasangan usaha 

sebagai alat  bukt i apa saja 

yang diper janjikan antara 

perusahaan modal ventura 

dengan perusahaaan pasangan 

usaha. Notar is juga dapat  

berperan untuk member ikan 

saran apabila ter jadi 

masalah-masalah hukum yang 

per lu dijembatani.  

2.  Pihak-pihak lain yang 

terlibat  dalam pembiayaan 

modal ventura.  

a.  Penyandang Dana  

Ada 2 (dua) sumber dana 

perusahaan modal ventura 

yang diber ikan kepada pihak 

perusahaaan pasangan usaha, 

yakni :  

1)  Model pendanaan yang 

berasal dar i perusahaan 

modal ventura sendir i,  

ya itu biasanya diambil dar i 

modal saham dan laba 

yang ditahan; dan 

2)  Modal pendanaan yang 

berasal dar i penyandang 

dana pihak ket iga,  yang 

dananya t idak disetor 

menjadi modal saham.  

 

Tinjauan Umum Perjanjian 

Pembiayaan dengan Pola Bagi 

Hasi l di Perusahaan Modal 

Ventura 

Sebagaimana halnya dengan 

pembiayaan lainnya, maka dalam 

realisasi pembiayaan modal ventura pun 

harus selalu didahului dengan suatu 

perjanjian antara perusahaan modal 

ventura dengan perusahaan pasangan 

usaha. 

Menurut Andi Maradang 

Mackulau, perjanjian pembiayaan 

dengan pola bagi hasil merupakan suatu 

perjanjian dalam hal mana pihak yang 

satu (pihak pertama) berkewajiban 

menyerahkan sejumlah uang dan atau 

barang tertentu kepada dan untuk 

dipergunakan oleh pihak yang lain 

(pihak kedua) sebagai modal atau 

tambahan modal usaha, dengan 

kewajiban bagi pihak lainnya itu unutk 

pada waktunya membayar kembali dan 

memberi imbalan pada pihak pertama 

menurut bentuk, cara, jumlah, jangka 

waktu serta syarat yang telah 

disepakati.
11

 

Pembiayaan dengan pola bagi hasil 

adalah merupakan suatu perjanjian, 

oleh karena itu ketentuan umum 

mengenai hukum perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga 

KUHPerdata, antara lain yang 

menyangkut syarat sahnya perjanjian 

serta asas-asas hukum perjanjian. 

Dalam per janjian pembiayaan 

dengan po la bagi hasil terdapat  

pihak-pihak yang ter libat  dalam 

proses pembiayaan modal 

ventura,  yaitu :  

1. Perusahaan modal ventura  

Perusahaan modal ventura 

merupakan salah satu pihak dalam 

suatu perjanjian, yakni pihak yang 

memberikan dana kepada pihak 

lainnya, yaitu pihak perusahaan 

pasangan usaha. Yang dapat 

menjalankan perusahaan modal 

ventura adalah hanya perusahaan 

pembiayaan. 

2. Perusahaan pasangan usaha 

Perusahaan pasangan usaha 

haruslah berbentuk perusahaan. 

Dengan demikian, pihak perorangan 

tidak mungkin mendapatkan bantuan 

modal melalui bisnis modal ventura. 

 

Tinjauan Umum tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) 
Pengert ian dan karakter ist ik  

usaha mikro, kecil,  dan 

menengah menurut  Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah adalah:  

1.  Usaha Mikro adalah usaha 

produkt if milik orang 

perorangan dan/atau badan 

perorangan yang memenuhi 

kr iter ia usaha mikro, yakni:  

                                                        
11Andi  Maradang Mackulau,  2003, 

“Tin jauan  Hukum Pembia yaan  Bagi 

Hasi l  Modal  Ven tura”  Rapat  Execut ive  

Commit tee,  hal . 2.  
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a.  Memiliki kekayaan bersih 

paling banyak Rp 50.000.000 

( lima puluh juta rupiah) t idak 

termasuk tanah dan bangunan 

tempat  usaha.  

b.  Memiliki hasil penjualan 

tahunan pa ling banyak Rp 

300.000.000 (t iga ratus juta 

rupiah).  

2.  Usaha Kecil adalah usaha 

ekonomi produkt if yang 

berdir i sendir i yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki,  dikuasai atau 

menjadi bagian baik langsung 

maupun t idak langsung dar i 

usaha menengah atau usaha 

besar  yang memenuhi kr it er ia  

usaha kecil,  yakni:  

a.  Memiliki kekayaan bersih 

lebih dar i Rp.50.000.000,00 

( lima puluh juta rupiah)  

sampai dengan paling banyak 

Rp.500.000.000,00 ( lima 

ratus juta rupiah)  t idak 

termasuk tanah dan bangunan 

tempat  usaha; atau  

b.  Memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dar i 

Rp.300.000.000,00 (t iga 

ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak 

Rp.2.500.000.000,00 (dua 

milyar  lima ratus juta 

rupiah).  

3.  Usaha Menengah ada lah usaha 

ekonomi produkt if yang 

berdir i sendir i,  orang 

perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki,  

dikuasai atau menjadi bagian 

baik langsung maupun t idak 

langsung dengan usaha kecil 

atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan yang 

memenuhi kr iter ia usaha 

menengah, yakni:  

a.  Memiliki kekayaan bersih 

lebih dar i Rp.500.000.000,00 

( lima ratus juta rupiah)  

sampai dengan paling banyak 

Rp.10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) t idak 

termasuk tanah dan bangunan 

tempat  usaha; atau  

b.  Memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dar i 

Rp.2.500.000.000,00 (dua 

milyar  lima ratus juta rupiah)  

sampai dengan paling banyak 

Rp.50.000.000.000,00 ( lima 

puluh milyar rupiah).  

 

Pembiayaan Perusahaan Modal 

Ventura Kepada Usaha Mikro,  

Kecil dan Menengah (UMKM)  

Indonesia yang masih pada 

t ingkatan negara berkembang,  

sedang giatnya membangun 

perekonomian melalui usaha 

mikro, kecil dan menengah 

(UMKM). Berbagai macam 

kebijakan yang dibuat  o leh 

pemerintah untuk terus 

mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan UMKM salah-

satunya da lam bidang 

permodalan yakni; lembaga 

keuangan, dalam hal ini 

khususnya lembaga pembiayaan 

(modal ventura).  

Keberadaan modal Ventura 

sebagai salah-satu alternat if 

pembiayaan, sela in karena 

terbatasnya dana dar i lembaga 

perbankan, juga karena tuntutan 

idealisme untuk mengembangkan 

usaha kecil dan menengah 

termasuk ekonomi kerakyatan 

yang jarang disentuh o leh 

kalangan perbankan dan lembaga 

pembiayaan la innya. Hal ini 

dilakukan dengan melihat  

kenyataan bahwa ternyata 

terdapat  keberpihakan bank pada 

usaha ska la menengah ke atas.
12

 

Modal Ventura semakin har i 

semakin banyak dipilih,  apa lagi 

                                                        
12Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal.10. 



Jurnal  Ilmiah Prodi  Magister  Kenot ar iatan ,  2017 - 2018  193  
  

sejak tahun 1995 dengan 

per lahan, tetapi past i modal 

ventura yang beroperasi di 

daerah-daerah sudah semakin 

banyak hadir untuk 

mengakomodir kebutuhan-

kebutuhan permodalan usahawan,  

terutama UMKM. 

Muncu lnya peraturan Menter i 

Keuangan Nomor 

18/PMK.010/2012 Tentang 

Perusahaan Modal Ventura 

mengatur pembaharuan-

pembaharuan mengenai hal-hal 

yang terkait  dengan modal 

Ventura termasuk pencabutan 

Keputusan Menter i Keuangan 

No.469/KMK.017/1995 dan 

Keputusan Menter i Keuangan 

No.1251/KMK.013/1998, 

implementasi kebijakan ini akan 

membawa perubahan dalam 

meningkatkan sektor UMKM.  

 

IV.  Kedudukan Surat  

Pernyataan Jaminan 

Kepastian Pencairan 

(SPJKP) Dalam Hal 

Perusahaan Modal Ventura 

tidak Merealisasikan 

Bantuan Modal kepada 

Umkm 

Pencairan Bantuan Modal 

dari Perusahaan Modal 

Ventura Kepada UMKM 

Berdasarkan proses dan 

prosedur pengajuan bantuan 

modal dar i UMKM kepada 

perusahaan modal Ventura,  maka 

pencairan bantuan modal dar i 

perusahaan modal Ventura 

kepada UMKM dilakukan setelah 

pengajuan bantuan modal 

disetujui o leh perusahaan modal 

Ventura dan pihak UMKM telah 

menyerahkan penyertaan modal.  

Setelah ini ter laksana, maka 

dibuat  per janjian ker jasama 

antara perusahaan modal Ventura 

dengan UMKM. Setelah itu,  

barulah pencairan bantuan modal 

dar i perusahaan moda l Ventura 

dapat  dilaksanakan.  

Pencairan bantuan modal dar i 

perusahaan modal Ventura yang 

satu berbeda dengan yang 

lainnya. Ada perusahaan modal 

Ventura yang melakukan 

pencairan bantuan modal dengan 

cara menyerahkan secara tunai 

lepada UMKM, ada juga yang 

mela lui t ransfer  perbankan.  

Namun ada juga perusahaan 

modal Ventura yang 

melaksanakan pencairan bantuan 

modalnya dengan check  atau 

giro.  

Dalam hal PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera yang telah 

beroperasi di Bali sejak tahun 

2011 telah mempunya i kurang 

lebih 2.000 (dua r ibu) nasabah 

peminjam. Pada awalnya sistem 

pencairan bantuan modal 

dilakukan mela lui bilyet giro  

yang ber laku mundur.  Apabila 

syarat  dan ketentuan pemohon 

yang dalam hal ini adalah PPU 

untuk mengambil program 

bantuan modal dar i PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

telah dipenuhi o leh PPU dan 

disetujui o leh PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera,  maka PPU 

diharuskan menyetorkan Jaminan 

Penilaian Manajemen (JPM). 

Bantuan modal akan dit er ima 

oleh pemohon maksimal 7 har i 

ker ja setelah menyetorkan 

Jaminan Penilaian Manajemen 

(JPM) dalam bentuk bilyet giro  

mundur.  

Sistem pencairan bantuan 

modal dengan bilyet giro  mundur  

ini ternyata bermasa lah, yaitu   

ket ika bilyet giro  hendak 

dicairkan ternyata bilyet giro  

tersebut  adalah giro kosong. 

Alasan manajemen PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera karena uang 

belum terkumpul,  mengingat  

perputaran uang di perusahaan 

tersebut  berasal dar i pembayaran 

cicilan dan penanaman modal 

dar i nasabah investor baru. Oleh 

sebab itu sistem pencairan 
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mela lui bilyet giro  d ihent ikan 

setelah PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera menerbitkan 400 buah 

bilyet giro .  S istem pembayaran 

bantuan modal kemudian digant i 

dengan Surat  Pernyataan Jaminan 

Kepast ian Pencairan (SPJKP)  

dimana setelah 7 har i 

menandatangai per janjian 

bantuan moda l,  PPU akan 

mener ima Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP). Dengan sistem Surat  

Pernyataan Jaminan Kepast ian 

Pencairan (SPJKP permasalahan 

juga t imbul di saat  PPU hendak 

mengurus pencairan bantuan 

modal tetap mengalami hambatan 

yakni pember it ahuan dar i pihak 

PT. Futurindo Ventura Sejahtera 

yang menyatakan pencairan 

bantuan modal yang telah 

disetujui,  diundur pencairannya.  

 

Kedudukan Surat  

Pernyataan Jaminan 

Kepastian Pencairan 

(SPJKP) dalam Hal 

Perusahaan Modal Ventura 

Tidak Merealisasikan 

Bantuan Modal Kepada 

UMKM  
Surat  Pernyataan Jaminan 

Kepast ian Pencairan (SPJKP)  

merupakan jaminan terhadap 

UMKM yang telah menyerahkan 

kepesertaan modalnya untuk 

mendapatkan bantuan modal dar i 

perusahaan modal Ventura yang 

dalam hal ini adalah PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera.  

Dit injau dar i Pasal 1314 

BW/KUHPerdata,  Surat  

Pernyataan Jaminan Kepast ian 

Pencairan (SPJKP)  merupakan 

pernyataan untuk melakukan 

sesuatu,  yaitu PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera ber janji untuk 

melakukan pencairan bantuan 

modal kepada UMKM.  

Dilihat  dar i eks istensi 

kemandir iannya, Surat  

Pernyataan Jaminan Kepast ian 

Pencairan (SPJKP) termasuk 

perbuatan hukum bersegi satu.  

Suatu perbuatan hukum yang 

berseg i satu ada lah set iap 

perbuatan yang akibat  hukumnya 

(rechtsgevolg) dit imbulkan o leh 

kehendak dar i satu objek hukum 

(satu pihak) saja (yang 

melakukan perbuatan itu).
13

 

Eksistensi SPJKP tergantung 

pada per janjian bantuan modal,  

yang fungsinya menyiapkan para 

pihak untuk mengikatkan dir i 

pada per janjian bantuan modal 

tersebut .  Fungsi SPJKP untuk 

menegaskan, menguatkan,  

mengatur,  mengubah atau 

menyelesa ikan satu perbuatan 

hukum juga merupakan fungsi 

dar i per janjian bantuan modal 

ini.  

Surat  Pernyataan Jaminan 

Kepast ian Pencairan (SPJKP)  

termasuk pernyataan yang 

eksistensinya t idak mandir i,  

mengingat  SPJKP ini merupakan 

pernyataan bantuan/tambahan 

yang fungsinya memperkuat  

per janjian bantuan modal ya itu  

per janjian bantuan atau 

penyertaan modal dar i PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

kepada UMKM. Eksistensi 

SPJKP ini sangat  tergantung 

pada per janjian bantuan atau 

penyertaan moda l yang 

merupakan per janjian pokok. 

Jika per janjian bantuan atau 

penyertaan modal t idak ada,  

maka SPJKP juga t idak ada .  

Keberadaan per janjian bantuan 

atau penyertaan modal sebagai 

per janjian pokok t idak 

tergantung pada eksistensi 

SPJKP. 

Surat  Pernyataan Jaminan 

Kepast ian Pencairan (SPJKP)  

merupakan perbuatan hukum 

berseg i satu.  Namun SPJKP 

memilik i pertanggungjawaban 
                                                        

13E. Utrecht, 1966, Pengantar dalam 

Hukum Indonesia (Cetakan 

Kesembilan), Intermasa, Jakarta, hal. 246. 
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ya itu memenuhi apa yang 

dinyatakan. Bila SPJKP t idak 

memenuhi kewajibannya kepada 

siapa yang ditu ju,  art inya 

pelaksanaan SPJKP telah 

melanggar hukum, ya itu  

menimbulkan kerugian kepada 

yang dituju.  Hal ini diatur dalam 

Pasal 1365 BW/KUHPerdata 

yang berbunyi “Tiap perbuatan 

yang melanggar hukum dan 

membawa kerugian kepada orang 

lain,  mewajibkan orang yang 

menimbulkan kerugian itu karena 

kesa lahannya untuk 

menggant ikan kerugian 

tersebut”.   

Sesua i dengan ketentuan 

dalam Pasal 1365 

BW/KUHPerdata tersebut  di 

atas,  maka suatu Perbuatan 

Melawan Hukum haruslah 

mengandung unsur-unsur sebagai 

ber ikut :  

1.  Adanya suatu perbuatan.  

2.  Perbuatan tersebut 

melawan hukum.  

3.  Adanya kesalahan dar i 

pihak pelaku.  

4.  Adanya kerugian bagi 

korban.  

5.  Adanya hubungan kausal 

antara perbuatan dengan 

kerugian.  

Berdasarkan uraian tersebut  

di atas,  maka dapat  dinyatakan 

ketentuan Pasal 1365 

BW/KUHPerdata pada int inya 

suatu perbuatan dikatakan 

melanggar hukum apabila :  

1.  Melanggar hukum (dalam hal 

SPJKP, PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera telah melanggar  

kewajiban sendir i ya itu  

melanggar isi SPJKP.  

2.  Merugikan orang lain (dengan 

t idak dipenuhinya is i SPJKP,  

berart i PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera telah merugikan 

pihak pemohon modal).  

3.  Melakukan kesalahan.  

4.  Adanya hubungan kausal 

antara perbuatan dengan 

kerugian.  

Perbuatan hukum bersegi 

satu sebagaimana halnya Surat  

Pernyataan Jaminan Kepast ian 

Pencairan (SPJKP) yang 

dikeluarkan o leh PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera kepada 

UMKM yang menyanggupi 

pencairan bantuan moda l,  jika 

UMKM telah menyerahkan 

kepesertaan modal (Pasal 1314 

BW/KUHPerdata).  PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera ternyata t idak 

juga mencairkan bantuan 

modalnya sepert i yang 

dinyatakan dalam Surat  

Pernyataan Jaminan Kepast ian 

Pencairan (SPJKP) tersebut .  

Dalam Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP) PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera juga telah 

menyanggupi gant i rugi terhadap 

mundurnya pencairan modal 

yang besarnya 0,2 % per bulan.  

Namun kesanggupan ini t idak 

pernah dilaksanakan o leh PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera.  PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

t idak pernah member i gant i rugi 

atas mundurnya pencairan 

bantuan modal tersebut .  Padahal 

dengan ter lambatnya pencairan 

giro ini,  pengembangan usaha 

PPU yang dalam hal ini 

pengusaha kecil atau Usaha 

Kecil Menengah (UKM) ataupun 

Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) akan 

mengalami keter lambatan 

sehingga menjadi kehilangan 

keuntungan potensia l yang 

mereka ter ima seandainya 

bantuan modal tersebut  mereka 

terima tepat  pada saatnya.  

Dalam hal t idak dicairkan 

SPJKP, tuntutan gant i rugi dapat  

dilakukan bila ada hubungan  

kausal antara perbuatan dengan 

kerugian. Hubungan kausal itu  

harus jelas,  dapat  dibukt ikan 
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untuk dikabulkan. Ajaran 

kausalitas t idak hanya pent ing 

dalam hukum pidana saja,  

mela inkan juga dalam bidang 

hukum perdata.  Pent ingnya 

ajaran kausa litas dalam bidang 

hukum perdata adalah untuk 

menelit i adakah hubungan kausal 

antara perbuatan mealwan hukum 

dan kerugian yang dit imbulkan,  

sehingga si pelaku dapat  

dipertanggungjawabkan. Dalam 

hukum perdata persoalan 

kausalitas tersebut  terutama 

mengenai persoalan apakah 

terdapat  hubungan kausal antara 

perbuatan yang dilakukan dengan 

kerugian. Hubungan kausal 

antara perbuatan yang dilakukan 

dengan kerugian yang ter jadi 

juga merupakan syarat  dar i suatu 

Perbuatan Melawan Hukum.  

Pada kasus t idak dicairkan 

SPJKP kerugian yang  t imbul 

adalah hilangnya keuntungan 

potensial yang mereka ter ima 

seandainya bantuan modal 

tersebut  mereka ter ima tepat  

pada saat  dijanjikan. Disebutkan 

oleh Soedikno Mertokoesumo 

bahwa da lam transaksi bisnis 

faktor waktu memegang peranan 

pent ing
14

.  Misalnya saja 

pengusaha rot i telah memesan 

mesin pembuat  rot i,  namun 

mesin tersebut  mengalami 

keter lambatan 7 har i dar i waktu 

yang dijanjikan, maka pengusaha 

rot i tersebut  akan kehilangan 7 

har i produksi yang berart i 

kehilangan juga keuntungan 

potensialnya.  

 

V.  Tanggungjawab Perusahaan 

Modal Ventura yang Gagal 

Merealisasikan Bantuan 

kepada UMKM Padahal 

telah Menerbitkan Surat  

Pernyataan Jaminan 

                                                        
14Soedikno Mertokoesumo, Op.Cit, hal. 

18. 

Kepastian Pencairan 

(SPJKP) 

Potensi Kerugian UMKM 

yang Telah Menyerahkan 

Penyertaan Modal Namun 

Gagal Mendapat Bantuan 

dari PT. Futurindo Ventura 

Sejahtera  

Pada umumnya UMKM 

mengajukan bantuan modal 

kepada perusahaan modal 

Ventura dengan maksud untuk 

modal ker ja dan pengembangan 

usaha. Dalam kasus PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

tujuan pengajuan bantuan modal 

tersebut  sebagian besar  

digunakan untuk penambahan 

modal ker ja.  Bantuan modal 

ker ja yang diber ikan o leh 

perusahaan modal Ventura 

merupakan salah satu jenis 

bantuan yang diber ikan 

perusahaan modal Ventura 

kepada UMKM untuk membiayai 

operasional usahanya yang 

berhubungan dengan pengadaan 

barang maupun proses produksi 

sampai barang tersebut  terjual.  

Pr insip dar i modal ker ja ini 

adalah penggunaan modal yang 

akan habis dalam satu siklus 

usaha ya itu dimulai dar i 

pero lehan bantuan modal dar i 

perusahaan modal Ventura 

kemudian digunakan untuk 

membeli barang dagangan atau 

bahan-bahan baku kemudian 

diproses menjadi barang jadi lalu 

dijual untuk mempero leh uang 

tunai kembali.  Dalam 

menjalankan kegiatan 

operasionalnya, UMKM 

membutuhkan dana yang cukup 

untuk menjamin kelangsungan 

usahanya.  

Dalam konsep modal 

Ventura,  bantuan yang diber ikan 

kepada UMKM diikut i dengan 

kepesertaan modal dar i UMKM 

itu sendir i.  Jadi dis ini,  baik 

pihak perusahaan modal Ventura 

maupun UMKM secara bersama-
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sama menyediakan dana. Dana 

yang berasal dar i perusahaan 

modal Ventura disebut  bantuan 

modal,  sedangkan dana yang 

disediakan UMKM disebut  

penyertaan modal.  

Berdasarkan uraian tersebut  

di atas,  maka dapat  dikatakan 

UMKM menyerahkan 

kepesertaan modalnya kepada 

perusahaan modal Ventura 

dengan harapan UMKM akan 

mendapatkan dana baru yang 

bisa digunakan sebagai tambahan 

modal ker ja ataupun 

pengembangan usahanya. Pada 

kasus PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera harapan UMKM yang 

telah menyerahkan kepesertaan 

modalnya tersebut  t idak pernah 

terwujud atau mengalami 

kelambatan penca iran bantuan 

modalnya.  

Meskipun PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera telah 

mengeluarkan Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP) namun PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera t idak pernah 

menepat i janjinya untuk 

mencairkan bantuan modal 

secara tepat  waktu. Padahal 

dengan ter lambatnya pencairan 

giro ini,  pengembangan usaha 

PPU yang dalam hal ini 

pengusaha kecil atau Usaha 

Kecil Menengah (UKM) ataupun 

Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) akan 

mengalami keter lambatan 

sehingga menjadi kehilangan 

keuntungan potensia l yang 

mereka ter ima seandainya 

bantuan modal tersebut  mereka 

terima tepat  pada saat  dijanjikan.  

Disebutkan o leh Soedikno 

Mertokoesumo bahwa dalam 

transaksi bisnis faktor waktu 

memegang peranan pent ing
15

. 

Misalnya saja pengusaha rot i 

                                                        
15Soedikno Mertokoesumo, Op.Cit, hal. 

18. 

telah memesan mesin pembuat  

rot i,  namun mesin tersebut  

mengalami keter lambatan 7 har i 

dar i waktu yang dijanjikan, maka 

pengusaha rot i tersebut  akan 

kehilangan 7 har i produksi yang 

berart i kehilangan juga 

keuntungan potensia lnya.  

Contoh lain,  UMKM yang 

bergerak dalam penjualan sepeda 

motor. Sebelum mengajukan 

permohonan bantuan modal 

kepada PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera,  UMKM yang 

bersangkutan mampu melakukan 

penjualan sepeda motor sebanyak 

25 unit  per bulan. Dengan 

mengajukan bantuan modal 

kepada PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera,  UMKM tersebut  bisa 

menaikkan penjualan sepeda 

motornya menjadi 50 unit  per  

bulan. Sesuai persyaratan,  

UMKM itu telah menyerahkan 

sejumlah uang sebagai 

kepesertaan modal,  sebagai 

gant inya UMKM yang 

bersangkutan mener ima Surat  

Pernyataan Jaminan Kepast ian 

Pencairan (SPJKP) dar i PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera.  

Namun ternyata,  UMKM tersebut  

baru mener ima pencairan 

bantuan modal 6 bulan setelah 

penyerahan uang kepesertaan 

modal.  

Potensi kerugian yang 

dider ita o leh UMKM penjualan 

sepeda motor tersebut  akibat  

mundurnya bantuan modal dar i 

PT. Futurindo Ventura Sejahtera 

adalah hilangnya potensi 

keuntungan penjualan sepeda 

motor sebanyak 25 unit  selama 6 

bulan. Selain itu,  UMKM 

tersebut  juga kehilangan potensi 

keuntungan dar i bunga bank 

seandainya uang yang te lah 

disetorkan kepada PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera sebagai 

kepesertaan moda l disimpan pada 

bank.  
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Tanggungjawab Perusahaan 

Modal Ventura yang Gagal 

Merealisasikan Bantuan 

Kepada UMKM Padahal Telah 

Menerbitkan Surat Pernyataan 

Jaminan Kepastian Pencairan  

(SPJKP)  

Surat  Pernyataan Jaminan 

Kepast ian Pencairan (SPJKP)  

yang dikeluarkan PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera ternyata t idak 

benar-benar menjamin pencairan 

bantuan modal yang dibutuhkan 

oleh UMKM. Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP) menimbulkan masalah 

pada saat  UMKM hendak 

mengurus pencairan bantuan 

modal,  yaitu tetap mengalami 

hambatan berupa pember itahuan 

dar i p ihak PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera yang menyatakan 

pencairan bantuan modal yang 

telah disetujui,  diundur  

pencairannya.  

Berdasarkan opt ik hukum 

perdata,  pengunduran pencairan 

bantuan modal tersebut  

merupakan kasus gagalnya PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

mencairkan bantuan moda l.  Hal 

ini dimungk inkan karena pada 

dasarnya Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP) ini merupakan janji dar i 

PT. Futurindo Ventura Sejahtera 

kepada pemohon bantuan modal.  

Wanprestasi,  ataupun yang 

disebut  juga dengan ist ilah 

breach of  contract yang 

dimaksudkan adalah t idak 

dilaksanakan prestasi atau 

kewajiban sebagaimana mest inya 

yang dibebankan o leh kontrak 

terhadap pihak-pihak tertentu 

sepert i yang disebutkan dalam 

per janjian yang bersangkutan.
16

 

Tindakan wanprestasi membawa 

konsekuensi terhadap t imbulnya 

hak pihak yang dirugikan untuk 

menuntut  pihak yang melakukan 

                                                        
16 Munir Fuady, Op.Cit, hal. 87. 

wanprestasi untuk member ikan 

gant i rugi,  sehingga oleh hukum 

diharapkan agar t idak ada satu 

pihak pun yang dirugikan karena 

wanprestasi tersebut .  

Maksud dar i wanprestasi itu,  

ya itu pengert ian yang 

mengatakan bahwa seorang 

dikatakan melakukan wanprestasi 

bilamana : “t idak member ikan 

prestasi sama sekali,  ter lambat  

member ikan prestasi,  melakukan 

prestasi t idak menurut  ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam 

pejanjian”.  

Faktor waktu dalam suatu 

per janjian adalah sangat  pent ing,  

karena dapat  dikatakan bahwa 

pada umumnya dalam suatu 

per janjian kedua belah pihak 

menginginkan agar ketentuan 

per janjian itu dapat  terlaksana 

secepat  mungkin, karena 

penentuan waktu pelaksanaan 

per janjian it u sangat  pent ing 

untuk mengetahui t ibanya waktu 

yang berkewajiban untuk 

menepat i janjinya atau 

melaksanakan suatu per janjian 

yang telah disepakat i.  

Dalam kasus PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera wanprestasi 

yang dilakukan adalah ter lambat  

memenuhi prestasi atau 

terlambat  melakukan pencairan 

bantuan modal sehingga 

menimbulkan kerugian bagi 

UMKM pemohon bantuan modal.  

Kerugian itu dapat  dipersalahkan 

kepada PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera jika ada unsur  

kesengajaan yang merugikan itu  

pada PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera yang dapat  

dipertanggungjawabkan 

kepadanya. Dapat  dikatakan PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

sengaja kalau kerug ian itu  

memang diniat i dan dikehendaki 

oleh PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera,  sedangkan kelala ian 

adalah per ist iwa dimana PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 
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belum tahu past i apakah 

perbuatan atau sikap yang 

diambil o lehnya akan t imbul 

kerugian atau t idak, tetapi 

sebagai PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera seharusnya tahu atau 

bisa menduga akan kemungkinan 

munculnya kerugian tersebut .
 

Dengan demikian kesalahan 

disini berkait an dengan masalah 

“dapat  menghindar i” (dapat  

berbuat  atau bersikap la in) dan 

“dapat  menduga” (akan 

t imbu lnya kerugian).  

Dengan demikian 

tanggungjawab Perusahaan 

Modal Ventura yang gagal 

merealisasikan bantuan modal 

kepada UMKM padahal telah 

menerbitkan Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP) merupakan 

tanggungjawab karena 

wanprestasi yaitu ter lambat  

melakukan prestas i.  Dalam hal 

ini PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera yang menerbitkan 

SPJKP seharusnya membayar  

gant i rugi dar i potensi 

keuntungan yang seharusnya 

didapat  UMKM apabila bantuan 

modal t idak ter lambat  diter ima 

ber ikut  b dar i penyertaan modal 

pihak UMKM yang telah disetor 

kepada PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera Namun faktanya 

wanprestasi akibat  mundurnya 

pencairan bantuan modal,  

terhapus dengan sendir inya bila  

realisasi penca iran bantuan 

modal tersebut  sudah 

dilaksanakan. Da lam kasus 

demikian PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera t idak pernah member i 

gant i rugi atas mundurnya 

pencairan bantuan modal 

tersebut .  Tidak d ibayarnya gant i 

rugi keter lambatan o leh PT. 

Futur indo Ventura Sejahtera 

tersebut  menunjukkan bahwa 

selama ini UMKM pemohon 

modal belum mendapatkan 

per lindungan hukum sepenuhnya.  

Atau dengan perkataan lain Surat  

Pernyataan Jaminan Kepast ian 

Pencairan (SPJKP) belum 

member ikan per lindungan hukum 

kepada UMKM pemohon modal.  

 

VI.   Simpulan dan Saran  

Simpulan 

1.  Kedudukan Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP) dalam hal 

Perusahaan Modal Ventura 

t idak merea lisasikan bantuan 

modal UMKM merupakan 

jaminan bagi UMKM yang 

telah menyerahkan 

kepesertaan modalnya untuk 

mendapatkan bantuan modal 

dar i perusahaan modal 

Ventura yang dalam ha l ini 

adalah PT. Futur indo Ventura 

Sejahtera.   

2.  Tanggungjawab Perusahaan 

Modal Ventura yang gagal 

merealisasikan bantuan modal 

kepada UMKM padahal telah 

menerbitkan Surat  Pernyataan 

Jaminan Kepast ian Pencairan 

(SPJKP) merupakan 

tanggungjawab dalam bentuk 

membayar gant i rugi dar i 

potensi keuntungan yang 

seharusnya didapat  UMKM 

apabila bantuan modal t idak 

terlambat  diter ima ber ikut  

bunga dar i penyertaan modal 

pihak UMKM yang telah 

disetor kepada PT. Futur indo 

Ventura Sejahtera.  

Saran  
1.  Pihak Perusahaan Modal 

Ventura seharusnya 

membayar gant i rugi kepada 

UMKM pemohon modal 

karena potensi keuntungan 

yang hilang akibat  mundurnya 

pencairan bantuan modal 

merupakan jumlah yang 

sangat  berart i bagi UMKM.  

2.  Kalau selama ini pihak 

UMKM yang dikhawat irkan 

melakukan wanprestasi karena 

kredit  macet ,  maka dimasa 
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mendatang penilaian juga 

diber ikan kepada Perusahaan 

Modal Ventura untuk 

menghindar i kejahatan sepert i 

diuraikan dalam saran 

pertama, maka seyogyanya 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

: 

a.  Melakukan pengawasan 

yang lebih ketat  terhadap 

keberadaan atau kesehatan 

lembaga keuangan.  

b.  Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) untuk segera 

merealisasikan 

per lindungan terhadap 

perusahaan pasangan usaha 

yang bersangkutan.  
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